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WALi KOTA MEDAN 

PROVINS! SUMATERA UTARA 
PERATURAN WALi KOTA MEDAN 

NO MOR 20 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 23 
TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI 

WALi KOTA/WAKIL WALi KOTA, KETUA/WAKIL KETUA DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN, 

PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA MEDAN, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, 
Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, 
Dan Non Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam 
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 
Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, 
Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, 
Dan Non Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2017 
Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali 
Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai 
Negeri Sipil, perlu untuk ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
membentuk Peraturan Wali Kota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan 
Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, 
Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, 
Dan Non Pegawai Negeri Sipil; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentan.g Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3005); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011  tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 1  Nomor 310) ;  

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 
2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 678); 

1 1 .  Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Medan Nomor 4); 

12.  Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan 
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Medan Nomor 5); 

13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 
2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
BAGI WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, KETUA/WAKIL 
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KOTA MEDAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN 
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL. 
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Pasal I 
Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Wali Kata Medan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kata/ Wakil Wali Kata, Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil, diubah sebagai berikut: 

Pasal 13 
( 1 )  Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibayarkan secara lumpsum. 
(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  adalah uang yang diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kata, Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II A, Eselon II B selama melakukan perjalanan dinas. 

Pasal II 
Peraturan Wali Kata ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kata ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Medan. 

Ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Mei 2019 
WALi KOTA MEDAN, 
ttd DZULMI ELDIN S 

Diundangkan di Medan pada tanggal 24 Mei 2019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, 
ttd 
WIRIY A ALRAHMAN 
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 20. 
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SElTARIAT DAERAH KOTA MEDAN, 

BAMB� Pembina NIP. 19620515 199011 1  001 


